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POTENSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN  
DI  KABUPATEN KETAPANG  
Hairol Saleh, Asniar Ismail, Rosyadi 
Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan 
 
ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menghitung dan mengetahui potensi riil pajak hotel dan 
restoran di Kabupaten Ketapang, serta untuk menghitung tingkat efektifitas, kapasitas dan upaya 
pajak hotel dan restoran. Pajak hotel dan restoran sebagai salah satu sumber penerimaan 
pendapatan daerah di Kabupaten Ketapang selama kurun waktu 5 tahun belum memberikan hasil 
yang signifikan. Dikaitkan dengan perkembangan variable ekonomi dan social seperti tingkat 
perkembangan PDRB, pendapatan perkapita dan nilai tambah sub sektoral hatel dan restoran, 
semestinya kontribusi tersebut dapat ditingkatkan. Penentuan target pajak hotel dan restoran yang 
belum realistis, menjadi salah satu faktor  penyebabnya, sebab target penerimaan yang seharusnya 
berdasarkan potensi atau kapasitasnya pada umumnya hanya didasarkan perkiraan sehingga 
penerimaan pajak hotel dan restoran belum optimal. Melalui system dan prosedur pemungutan 
pajak hotel dan restoran oleh kantor Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan asset daerah 
akan memiliki pedoman yang objektif dalam penentuan target, dan apabila terjadi kesenjangan 
antara realisasi dengan target dapat dibuat strategi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak hotel 
dan restoran. 
Pendekatan yang dilakukan untuk menjawab tujuan penelitian tesis ini, terutama untuk 
mengetahui besarnya potensi riil pajak hotel dan restoran pada tahun tertentu, diproleh dengan 
cara mengalikan pajak hotel dengan jumlah kamar yang terjual. Tingkat efektifitas dapat dihitung 
dengan cara membuat perbandingan antara hasil penerimaan dengan target penerimaan serta 
potensi riil pajak hotel dan restoran sehingga rasio kapasitas pajak (tax-capacity) dan upaya pajak 
(tax-effort). 
Berdasarkan hasil hitungan dapat diketahui bahwa potensi riil pajak hotel dan restoran di 
Kabupaten Ketapang tahun 2010 sebesar Rp. 800 juta lebih dengan tingkat efektifitas berdasarkan 
target atau tax-capacity-nya rata-rata 104,99 % pertahun. Namun tingkat efektifitas berdasarkan 
potensi atau tax-effort-nya sebesar 20,11% sehingga masih belum mendorong peningkatan 
penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Ketapang. Rendahnya tax-effort disebabkan 
potensi dan kualitas Sumber Daya Manusia pengambil kebijakan, tidak tranparannya pengelola 
hotel dan restoran melaporkan hasil perolehannya. Dan masih kurangnya control serta 
pengawasan terhadap petugas, sebaiknya diberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran Perda 
pemungutan pajak hotel dan restoran. Dalam pada itu dalam upaya mengoptimalkan penerimaan 
hotel dan restoran, penentuan target harus disesuaikan dengan besarnya potensi. 
ABSTRACT 
The purpose of this study was to calculate and determine the real potential of hotel and 
restaurant taxes in Ketapang Regency, as well as to calculate the level of effectiveness, capacity 
and effort of hotel and restaurant taxes. Hotel and restaurant tax as one of the sources of revenue 
in the region in Ketapang Regency for a period of 5 years has not provided significant results. 
Associated with the development of economic and social variables such as the level of GRDP 
development, per capita income and sub-sectoral added value, and restaurants, these 
contributions should be increased. Determination of unrealistic hotel and restaurant tax targets is 
one of the contributing factors, because revenue targets that should be based on their potential or 
capacity are generally only based on estimates so that hotel and restaurant tax revenues have not 
been optimal. Through hotel and restaurant tax collection systems and procedures by the Revenue 
Service Office, financial management and regional assets will have objective guidelines in 
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determining targets, and if there is a gap between realization and target, strategies can be made 
to optimize hotel and restaurant tax revenues. 
The approach is taken to answer the purpose of this thesis research, especially to find out 
the magnitude of the real potential of hotel and restaurant taxes in a given year, obtained by 
multiplying hotel taxes by the number of rooms sold. The level of effectiveness can be calculated 
by making comparisons between the results of revenues and revenue targets and the real potential 
of hotel and restaurant taxes so that the tax capacity (tax-capacity) and tax-effort ratio. 
Based on the results of the calculation, it can be seen that the real potential of hotel and 
restaurant taxes in Ketapang Regency in 2010 was Rp. More than 800 million with the level of 
effectiveness based on the target or tax capacity is an average of 104.99% per year. But the level 
of effectiveness based on the potential or tax-effort of 20.11% so that it still does not encourage 
increased tax revenues of hotels and restaurants in Ketapang Regency. The low tax-effort is due 
to the potential and quality of the Human Resources of policy makers, not the transparent 
management of hotels and restaurants reporting the results of their acquisition. And there is still a 
lack of control and supervision of officers, should be given strict sanctions against violations of 
the law on hotel and restaurant tax collection. In the meantime, in an effort to optimize the 
reception of hotels and restaurants, the determination of targets must be adjusted to the 
magnitude of the potential. 
Kata kunci :pajak hotel, pajak restoran, sosialisasi, birokrasi 
I. PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang Penelitian 
Berdasarkan amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah 
Daerah, keduanya telah merubah sistem dan mekanisme pengelolaan keuangan pemerintah daerah  
akan mengalami perubahan mendasar dan memberikan dasar hukum untuk mempertegas 
desentralisasi ekonomi. Sesuai dengan paradigma desentralisasi ekonomi dan otonomi daerah 
mengalihkan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom. 
Pendapatan daerah menurut undang-undang no 33 Tahun 2004 tentang perimbangan 
keuangan Pusat dan Pemerintah Daerahmenetapkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba pengelolaan asset daerah yang 
dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah, maka 
masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber PAD agar mampu 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan lebih meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat. Meskipun pelaksanaan otonomi daerah sudah dilaksanakan sejak tahun 2001, namun 
hingga tahun 2009 baru sedikit pemerintahan daerah mengalami peningkatan derajat kemandirian 
keuangan daerah secara signifikan. 
Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yakni untuk 
meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiscal terhadap pemerintah 
pusat. Peningkatan kemandirian daerah sangat eratkaitannya dengan kemampuan daerah dalam 
mengelola PAD.  Semakin tinggi 
kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, seyogianya semakin besar diskresi daerah 
untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan 
daerah. Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi 
adalah upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui peninjauan terhadap sistem pola 
tarif, melakukan penyempurnaan administrasi dan manajemen pemungutan. Sedangkan 
ekstensifikasi adalah upaya peningkatan penerimaan pajak melalui penciptaan sumber-sumber 
yang baru. 
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Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah mengatakan bahwa pajak daerah bersifat close (limited) dan retribusi daerah bersifat 
terbuka. Dalam UU No.28 Tahun 2009 tersebut terdapat 16 jenis pajak daerah terdiri dari 5 pajak 
provinsi dan 11 pajak kabupaten/kota 
Penerimaan pemerintah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu 
sumber penerimaan negara yang utama. Selain berfungsi sebagai alat anggaran, pajak juga 
berfungsi sebagai alat untuk mengukur dan mengawasi kegiatan swasta dalam perekonomian. 
Sebagai alat anggaran, pajak berfungsi untuk mengumppulkan dana guna membiayai kegiatan-
kegiatan rutin pemerintah. Sebagai alat pengatur, pajak dimaksud untuk mengatur perekonomian 
guna menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, menciptakan distribusi pendapatan serta 
stabilitas ekonomi. 
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka dalam 
merencanakan peningkatan PAD harus dilandasi pengamatan yang matang  terhadap struktur dan 
kondisi yang berkembang dari wajib pajak. Sebagai bagian dari komponen pajak daerah, 
penerimaan pajak hotel diharapkan memberikan kontribusi yang dapat diandalkan bagi 
penerimaan daerah dari sektor PAD untuk menumbuhkembangkan kemandirian daerah 
membiayai kegiatan-kegiatannya dalam pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Ketapang. 
Inti dari pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah agar terdapat 
keleluasan pemerintah daerah dalam penyediaan prasarana kreatifitas dan peran aktif masyarakat 
dalam mengembangkan dan memajukan daerahnya. Dalam konteks pengembangan kompetensi 
ekonomi daerah, pemerintah Kabupaten Ketapang dituntut untuk mendayagunakan dana dengan 
prioritas pada sektor produktif yang berlanjut atau memiliki kesinambungan dan multiplier effect 
(efek pengganda) yang berarti menggerakkan ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat yang 
digerakkan pada gilirannya akan meningkatkan kemampuan untuk mandiri, meningkatkan nilai 
tambah dan memberikan sumbangan pemasukan (pajak dan retribusi) pada dana pembangunan 
daerah sehingga mampu meningkatkan penerimaan daerah dan selanjutnya dialokasikan sebagai 
pembiayaan pembangunan. Semakin tinggi ekonomi masyarakat maka semakin tinggi kegiatan 
ekonomi sehingga semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk memenuhi kewajiban 
membayar pajak. 
Perkembangan PDRB Kabupaten Ketapang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir 
yakni dari tahun 2012 hingga 2016 cenderung mengalami penurunan dengan tingkat pertumbuhan 
rata-rata pertahunnya 5,66 % yang didominasi oleh 3 (tiga) sektor lapangan usaha yaitu sektor 
perdagangan, hotel dan restoran, sektor jasa dan pertanian. Selanjutnya untuk lebih jelas melihat 
peranan masing-masing sektor PDRB tersebut terhadap kegiatan ekonomi di Kabupaten Ketapang 
secara keseluruhan dapat dilihat dari  data struktur ekonomi di Kabupaten Ketapang 
Sektor pertanian, merupakan sektor yang paling tinggi kontribusinya terhadap 
pembentukan PDRB sejak tahun 2012 sebesar 31,37 % dari seluruh PDRB. Berarti sektor ini 
merupakan tulang punggung dalam roda perekonomian Kabupaten Ketapang. Semakin 
meningkatnya PDRB, maka penerimaan pajak hotel dan restoran sebagai salah satu penerimaan 
pajak daerah diharapkan memberikan kontribusi yang dapat diandalkan bagi penerimaan daerah 
dari sektor PAD untuk menumbuhkembangkan kemandirian daerah membiayai kegiatan-kegiatan 
dalam pelaksanaan daerah Kabupaten Ketapang. Sebagai kota perdagangan dan pariwisata 
tentunya perkembangan usaha perhotelan dan restoran akan terus terjadi seiring dengan 
meningkatnya aktivitas ekonomi daerah, untuk itu dalam upaya peningkatan penerimaan pajak 
daerah ini harus dilandasi pengamatan yang matang terhadap struktur dan kondisi yang 
berkembang dari wajib pajak. Namun yang tak kalah pentingnya adalah pemerintah harus 
mengetahui potensi dari pajak daerah yang akan dipungut sehingga dalam menetapkan target 
pajak dalam APBD dapat dipertanggung jawabkan nilainya serta dapat terealisasi. 
Perkembangan jumlah hotel dan restoran serta fasilitas jumlah kamar dan jumlah tempat 
tidur yang disediakan pengelola hotel mengalami peningkatan, tetapi peningkatan fasilitas 
  
4 
tersebut tidak diikuti dengan meningkatnya penerimaan pajak.Potensi yang ada tersebut dapat 
dilihat dengan cara tertentu , antara lain dengan melihat berapa banyak tingkat hunian kamar hotel 
yang terjual dalam satu tahun tertentu. Apabila telah diketahui besarnya potensi pajak hotel dan 
restoran di Kabupaten Ketapang, maka dapat ditentukan target yang dapat dicapai. Semakin besar 
potensi suatu objek pajak maka akan semakin besar pula kontribusi pajak tersebut terhadap 
peningkatan PAD. 
Adapun kesenjangan antara target dan realisasi pemungutan pajak hotel dan restoran, dan 
penetapan target yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Kabupaten Ketapang selama 5 (lima) tahun terakhir. 
 
Bahwa realisasi pajak hotel dan restoran  cenderung melebihi target yang ditentukan, hal 
ini mengindikasi bahwa target yang ditetapkan DPPKAD terlalu rendah. Apabila dikaitkan 
dengan perkembangan variable ekonomi dan sosial seperti tingkat perkembangan PDRB, 
pendapatan perkapita dan nilai tambah sub sektor hotel dan restoran di Kabupaten Ketapang 
semestinya kontribusinya masih dapat ditingkatkan lagi. Penentuan target pajak hotel dan restoran 
yang belum realistis, menjadi salah satu factor penyebab potensi hotel dan restoran tidak dapat 
dipungut secara optimal, sebab target penerimaan yang semestinya ditetapkan berdasarkan potensi 
atau kapasitasnya, umumnya hanya didasarkan atas perkiraan, sehingga tidak mustahil realisasi 
penerimaan pajak hotel dan restoran belum optimal. 
Dengan kondisi demikian maka hal ini merupakan peluang dan tantangan bagi Pemerintah 
Kabupaten Ketapang khususnya bagi Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelola Keuangan dan 
Aset, dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran berdasarkan potensi riil pajak 
yang sebenarnya sehingga yang nantinya jelas akan meningkatkan pula PAD di masa sekarang 
maupun dimasa yang akan datang. 
Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis tertarik untuk menghitung potensi riil pajak 
hotel dan restoran di Kabupaten Ketapang dan mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem dan 
prosedur pajak hotel dan restoran serta membahas masalah penetapan target dikaitkan dengan 
potensi yang tersedia melalui efektifitas pemungutan pajak hotel dan restoran, upaya pajak (tax-
effort) dan kapasitas pajak (tax-capacity) hotel dan restoran, sehingga Pemerintah Kabupaten 
Ketapang memiliki pedoman yang objektif dalam penentuan target, dan apabila terjadi 
kesenjangan antara realisasi dan potensi dapat dibuat strategi/langkah kebijakan-kebijakan yang 
tepat untuk mengoptimalkan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten 
Ketapang.  
1.2 Permasalahan 
Belum optimalnya realisasi penerimaan pajak daerah pada beberapa sektor-sektor tertentu 
di Kabupaten Ketapang, mengakibatkan penerimaan PAD Kabupaten Ketapang masih rendah. 
Rendahnya realisasi penerimaan PAD dibandingkan dengan target pendapatan dari tahun-tahun 
sebelumnya karena disebabkan oleh tidak adanya keinginan baik (goodwill) dari unit kerja di 
Pemerintahan Kabupaten Ketapang. 
Sehubungan dengan kondisi latar belakang tersebut maka dirumuskan permasalahan dalam 
penelitian ini sebagai berikut: 
1) Berapa besar potensi pajak hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Ketapang. 
2) Berapa besar efektifitas, upaya pajak dan kapasitas pajak pengelolaan pemungutan pajak hotel 
dan restoran guna meningkatkan PAD Kabupaten Ketapang. 
3) Bagaimanakah Strategi Pemerintah Kab. Ketapang untuk meningkatkan PAD dalam 
pemungutan pajak hotel dan restoran? 
1.3 Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui besarnya potensi pajak  hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Ketapang. 
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2. Untuk mengetahui tingkat efektifitas pemungutan pajak, upaya-upaya pajak dan tingkat 
kapasitas pajak serta pemungutan pajak Kabupaten Ketapang. 
3. Menumuskan model kebijakan atau strategi untuk meningkatkan PAD melalui pemungutan 
pajak hotel dan restoran yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kab Ketapang. 
II. KAJIAN PUSTAKA 
2.1 Landasan Teoritis 
2.1.1 Landasan Hukum Pajak Hotel 
Dalam undang-undang nomor 34 Pasal 4 Ayat 1 menyatakan bahwa pajak ditetapkan 
dengan peraturan Daerah. Dengan demikian dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah 
khususnya pajak hotel di Kabupaten Ketapang harus berdasarkan Perda Kabupaten Ketapang No. 
11 Tahun 2006 Tentang Pajak Daerah. Yang dimaksud dengan Hotel adalah bangunan yang 
khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau 
fasilitas lainnya dg dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan 
dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali pertokoan & perkantoran. 
Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran 
termasuk jasa penunjang (fasilitas telepon, faxsimile, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, 
transportasi dan fasilitas lainnya yang dikelola hotel) sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya 
memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olah raga dan hiburan. Wajib pajak 
hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, sedangkan yang menjadi subjek 
pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau 
badan yang mengusahakan hotel. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlahpembayaran atau 
yang seharusnya dibayar kepada hotel.” 
2.1.2 Landasan Hukum Pajak  Restoran 
Definisi restoran menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009  Pasal 1 angka 22 adalah 
fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga 
rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk juga jasa boga/catering. 
Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.  
Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang  meliputi 
pelayanan penjualan makanan/minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di 
tempat pelayanan maupun di tempat lain. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan 
yang membeli makanan/minuman dari Restoran, sedangkan yang menjadi Wajib Pajak Restoran 
adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, 
warung, bar, dan sejenisnya termasuk juga jasa boga/catering.. 
Selanjutnya dijelaskan dalam UU No 28 Tahun 2009, Pasal 37 s/d 41 sebagai berikut :  
a. Tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang 
nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.” 
b. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau 
minuman dari Restoran. 
c. Objek pajak restoran, adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut 
bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya 
termasuk jasa boga/katering. 
d. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran. 
e. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang 
seharusnya diterima Restoran. 
f. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). 
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g. Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
h. Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 39. 
Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat restoran berlokasi, 
selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
2.1.3 Objek Pajak  hotel dan Restoran 
Soemitro Dalam M. Bari (2001:36), menyatakan objek pajak  adalah “Segala sesuatu yang 
ada dalam masyarakat dapat dijadikan sasaran atau objek pajak, baik keadaan, perbuatan maupun 
peristiwa.” Berdasarkan pengertian tersebut maka pajak hotel adalah tergolong pajak  tidak 
langsung oleh karena besarnya pajak  tidak dipengaruhi oleh keadaan wajib pajaknya. Objek pajak 
hotel berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 adalah“pelayanan yang disediakan oleh 
Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya 
memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.” meliputi : 
a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain hotel, motel, wisma, 
contege,pesanggrahan, dan rumah inap termasuk kos yang jumlah kamar 10 (sepuluh) atau 
lebih yang disediakan fasilitas seperti rumah penginapan. 
b. Pelayanan penunjang antara lain telepon, faximile, telex, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, taxi 
dan pengangkutan lainnya, yang disediakan atau dikelola hotel. 
c. Fasilitas olah raga dan hiburan, antara lain pusat kebugaran (Fitness center) kolam renang, 
tenis, golf, karoke, pub, diskotik yang disediakan atau dikelola hotel. 
d. Penjualan makanan dan minuman ditempat yang disertai dengan fasilitas penyantapan. 
Berkaitan dengan objek pajak  ini, pajak  hotel diklasifikasikan sebagai pajak  objektif, hal 
ini sesuai dengan pendapat Soemitro Dalam M. Bari (2001:38) bahwa: “Pajak  objektif adalah 
pajak  yang erat sekali hubungannya dengan objek pajak  sehingga besarnya pajak  hanya 
tergantung kepada keadaan objek itu dan sama sekali tidak menghiraukan dan tidak dipengaruhi 
oleh keadaan subjek pajak”. Dengan  demikian pajak  yang sifatnya objektif tidak dipungut 
sendiri, melainkan dimasukkan ke dalam harga sehingga harga barang tersebut sudah termasuk 
pajak. Objek pajak  hotel dikenakan terhadap semua pembayaran kepada rumah penginapan serta 
usaha yang sejenis. Dengan demikian pembayaran tersebut meliputi semua transaksi pembayaran 
yang dilakukan oleh pengunjung terhadap jasa dan pelayanan yang diberikan oleh penginapan 
tersebut. 
2.1.4 Subjek Pajak  Hotel 
Menurut Pasal 1 ayat 8 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa “Subjek 
pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel”.  
Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilik perusahaan selaku subjek pajak berstatus 
wajib pungut sekaligus sebagai wajib setor atas pemungutan pajak hotel dan restoran. Karena 
pajak hotel merupakan pajak atas kejadian maka subjek pajak disini lebih tepat sebagai 
pengumpul pajak, karena ia sebetulnya tidak menanggung pajak tersebut, tetapi hanya 
bertanggung jawab atas pembayaran pajak. Dengan kata lain konsumen berstatus sebagai 
penanggung beban sedangkan pihak perusahaan bertanggung jawab untuk memungut pajak  hotel 
dan menyetorkannya ke kas daerah. 
Hal ini mendukung konsekuensi bahwa apabila perusahaaan tidak memungut pajak  dari 
konsumen, maka perusahaan tetap bertanggung jawab untuk menyetorkan sejumlah Pajak  Daerah 
dan sistem setoran tunai. 
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2.1.5 Tarif Pajak  Hotel 
Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (tentang Pajak  
Hotel) bahwa dasar perhitungan pajak  hotel adalah saat pembayaran dilakukan dipenginapan. 
Apakah suatu hotel/rumah penginapan dapat ditunjuk (memenuhi syarat) sebagai wajib pajak, 
dapat dilihat pada apa adanya ketentuan yang menetapkan rumah penginapan yang dikenakan 
pajak  hotel dengan memasang tulisan-tulisan yang dapat dilihat dan dibaca oleh tamu-tamu yang 
menginap. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa besarnya 
tarif pajak  Hotel paling tinggi sebesar 10% dari jumlah pembayaran penginapan. Selanjutnya 
menurut peraturan daerah Nomor 11 tahun 2010 Kabupaten Ketapang disebutkan bahwa besarnya 
tariff pajak  hotel  adalah sebesar 10% dari jumlah pembayaran. Dengan melaksanakan 
pemungutan pajak, pengusaha/pemilik hotel dapat menambah pembayaran sebesar 10% dari 
jumlah yang semestinya. Dalam hal pemilik perusahaan menambah jumlah pembayaran 
diwajibkan menyetor jumlah tambahan tersebut ke kas daerah. 
Memperhatikan besarnya pajak  hotel dan pembayarannya, maka pajak hotel 
menggunakan tariff proporsional yaitu tarif pajak berupa presentase yang tetap terhadap 
berapapun jumlah yang dikenai pajak  sehingga besarnya pajak  terutang proporsional terhadap 
besarnya nilai yang dikenakan pajak. 
2.1.6 Potensi Pajak Hotel 
Potensi adalah suatu daya, kekuatan, kemampuan atau kesanggupan untuk menghasilkan 
penerimaan daerah atau kemampuan yang pantas diterima dalam keadaan 100%. Jadi, pontensi 
hotel dapat dikatakan sebagai kemampuan hotel dalam menghasilkanpajak hotel atau kemapuan 
untuk menghasilkan pajak  hotel atau kemampuan yang layak dikenai pajak dalam keadaan 
normal. Menurut Laporan Tim Peneliti Pengukuran Potensi Penerimaan Daerah Tahun 1989 
dalam Bari (2001:92) potensi pajak dapat diukur melalui dua pendekatan yaitu berdasarkan fungsi 
penerimaan dan bersadarkan indicator social ekonomi. Pengukuran potensi menurut fungsi 
penerimaan perpajakan dilakukan melalui pengamatan atas pelaksanaan pemungutan pajak yang 
bersangkutan dalam hal ini pajak hotel dengan cara mengalikan pengenaan pajak (tax-base) dan 
tariff pajak (tax-rate). Sedangkan pengukuran potensi pajak yang didasarkan atas pendekatan 
social ekonomi dilakukan dengan mengamati hubungan antara perkembangan penerimaan pajak  
dengan indicator social ekonomi seperti index harga, Produk Domestic Regional Bruto (PDRB), 
pertumbuhan penduduk, dan keadaan prasarana. 
Selain itu, menurut Bambang dalam Jurnal Penelitian akuntansi Sektor Publik dan 
Perpajakan (2008), untuk menghitung potensi hotel maka perlu mengetahui komponen-komponen 
yang membentuk potensi pajak hotel tersebut. Komponen pembentuk potensi hotel meliputi jenis 
atau kelas hotel, jumlah kamar, jumlah hari, waktu pergantian, tarif kamar, penjualan makanan 
dan minuman, penyediaan fasilitas lainnya. 
III. METODOLOGI PENELITIAN 
3.1 Metode Penelitian 
Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode survey, di 
mana penulis ingin memahami dan menjelaskan tentang fenomena yang terjadi dalam 
masyarakat/organisasi yang menjadi objek penelitian (wajib pajak hotel dan Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan asset Kabupaten Ketapang).Dengan demikian penelitian ini 
mengambil sampel dari populasi dengan mengunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan 
data.Pokok.Penelitian ini tegolong jenis penelitian verifikatifyaitu penelitian yang berupaya 
menguji jawaban masalah atau hasil pemikiran yang kebenarannya bersifat sementara (tentatif) 
atau hipotesis. 
Selain itu penulis juga melakukan penelitian deskriptif, dengan tujuan untuk 
menggambarkan dan menjelaskan suatu keadaan yang terjadi sehubungan dengan optimalisasi 
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potensi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Ketapang. Dalam penelitian ini digunakan alat 
analisis deskriptif. Analisis statistik deskriptif adalah analisis data yang dilakukan dengan cara 
mendeskripsikan data dalam bentuk tabel frekuensi ( distribusi frekuensi ), persentase dan grafik, 
kemudian dianalisis dan diinterpretasikan. 
3.2 Kerangka Konseptual Penelitian 
Pajak Hotel dan Restoran merupakan salah satu sumber pendapatan Asli Daerah 
(PAD).Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi 
daerah.Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan 
pendapatan asli daerah (PAD) adalah dengan cara mengoptimalkan penerimaan pajak hotel dan 
pajak restoran agar supaya penerimaan pajak hotel dan restoran dapat berjalan efektif dan dihitung 
secara riil pajak hotel dan restoran yang ada. Potensi riil pajak tersebut dapat dipengaruhi oleh 
beberapa faktor, diantaranya : 
1) Jumlah Hotel dan Restoran. 
2) Jumlah Orang yang tinggal di hotel dan jumlah orang yang makan di restoran 
3) Jumlah Hari orang nginap di hotel dan jumlah hari orang makan di restoran 
4) Jumlah rata-rata orang tinggal di hotel dan jumlah rata-rata orang makan di restoran. 
Untuk efektifnya penerimaan pajak hotel dan restoran maka diperlukan prosudur 
pemungutan yang optimal upaya pajak ( tax effort ) dan kapasitas pajak ( tax capacity ) agar di 
hasilkan penerimaan pajak hotel dan restoran secara maksimal. 
Berdasarkan hasil pengamatan sebagaimana diuraikan dalam latar belakang, maka 
kerangka konseptual dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut. 
3.3 Kerangka Proses Befikir (Prosedur) Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan terhadap obyek, dokumen-dokumen, dan narasumber di 
lapangan. Penelitian ini hanya memfokuskan pada optimalisasi potensi salah satu jenis pajak 
daerah yaitu pajak hotel. Berikut, merupakan bagan dari prosedur yang digunakan peneliti dalam 
melaksanakan dan mengumpulkan data hingga melakukan penelitian mengenai kesenjangan 
realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Potensi Pajak Hotel melalui efektivitas pajak, upaya pajak 
(tax-effort) dan kapasitas pajak (tax-capacity) di Kabupaten Ketapang. 
3.4 Sumber Data dan Jenis Data 
3.4.1 Sumber Data 
a. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil studi (pengamatan) terhadap data yang 
sudah ada baik berupa arsip, laporan maupun dokumen yang berkaitan dengan subjek dan 
objek penelitian yang diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Kabupaten Ketapang dan instansi-instansi yang terkait. 
b. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan diamati serta dicatat 
untuk pertama kalinya dengan menngunakan Populasi dan sampel. 
3.4.1.1 Populasi 
Menurut Nawawi (1990:141): “Populasi adalah keseluruhan objek Penelitin yang terdiri 
dari manusia, benda-benda, tumbuh-tumbuhan, hewan, peristiwa sebagai sumber data yang 
memiliki karakteristik tertentu didalam suatu penelitian”. Adapun populasi dalam penelitian ini 
sebanyak  93 orang terdiri dari pegawai DPPKAD 71 orang dan wajib pajak 22 orang. 
3.4.1.2 Sampel 
Sampel adalah himpunan bagian dari pada populasi yang menjadi objek perhatian 
penelitian atau dengan kata lain sampel adalah bagian dari populasi. yang menjadi 
sumber/informasi sesungguhnya di dalam penelitian.Dengan rumus “Slovin” sebagaimana 
dikemukakan oleh Sevilla (1993:161), maka besarnya sampel dengan tingkat kesalahan (e) 
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ditentukan dengan rumus sebagai berikut : 
n =
N
1 + N. e2
 
n  =  jumlah sampel. 
N =  jumlah populasi. 
e  =  tingkat kesalahan sampel (dalam hal ini ditetapkan 10% ), atau tingkat keyakinan sampel 
90%, sehingga sampel yang diperlukan adalah : 
 n =
93
1+93x(0,1)2
 
 n =  
93
1,93
 
 n  =  48,19 dibulatkan menjadi 48. 
Dari perhitungan tersebut dapat ditentukan sampel minimal yang harus diambil sebanyak 
48 orang, yang terdiri dari pegawai dinas (DPPKAD) dan wajib pajak, sedangkan jumlah sampel 
untuk DPPKAD dan wajib pajak adalah : 
1. Pengawai DPPKAD Kabupaten Ketapang yang berjumlah 71 orang (N1=71), sehingga untuk 
sampel diperlukan sebanyak : 
 N1 =  
71
93
 x 48 = 37 responden 
2. Wajib Pajak Hotel 22  (N2=22),  sehingga jumlah sampel yang diperlukan : 
N2 =
22
93
 x 48 = 11 responden. 
3.4.2 Data 
Jenis data yang digunakan adalah data time series, yaitu data-data yang dikumpulkan dari 
waktu ke waktu tentang perkembangan realisasi pemungutan pajak hotel dibandingkan dengan 
target dan potensi pajak hotel di Kabupaten Ketapang dari tahun 2012-2016 
3.5 Alat Analisis 
Untuk menjawab tujuan pertama dari penelitian, peneliti menggunakan perhitungan 
potensi pendapatan basis mikro dengan cara melaksanakan perhitungan potensi pendapatan untuk 
masing-masing objek pendapatan. Untuk menghitung potensi pajak hotel, langkah-langkah yang 
dilakukan adalah mengidentifikasi objek pendapatan pajak hotel yaitu identifikasi seluruh hotel 
yang ada meliputi hotel bintang, melati, motel, wisma. Kemudian menghitung rata-rata hunian 
kamar dengan menggunakan metode rata-rata sederhana dan rata-rata tertimbang, kemudian 
menghitung tarif rata-rata kamar. Untuk perhitungan potensi pajak hotel adalah dengan cara 
mengalikan rata-rata hunian kamar dengan tarif rata-rata kemudian dikalikan dengan jumlah hari 
satu tahun (360 hari) dan dikalikan dengan tarif pajak hotel. 
Berdasarkan perhitungan kedua metode tersebut, pada metode rata-rata sederhana di 
peroleh tingkat hunian kamar sebesar 30. Dan pada metode rata-rata tertimbang diperoleh tingkat 
hunian sebesar 30,22 atau bulat menjadi 30 kamar. 
1. Menghitung rata-rata tingkat hunia. 
2. Menghitung Tarif rata-rata Kamar 
3. Menghitung Potensi Pajak Hotel 
Potensi Pajak Hotel = Rata-rata hunian kamar x Tarif rata-rata x 360 hari xtarif pajak 
= 30 kamar x Rp. 654.737 x 360 x 10% 
= Rp 707.115.960 / tahun   
Dengan menghitung potensi pajak ini, pemerintah daerah dapat melakukan studi potensi 
pajak hotel dengan cara survey dan observasi kesemua hotel yang ada sehingga diperoleh jumlah 
agregat pajak hotel. 
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Selain itu untuk menghitung potensi pajak hotel dapat juga digunakan formula  sebagai 
berikut (Rahmanto, 2007:43): 
Potensi Pajak Hotel = A x B x C x D x 10% 
Keterangan : 
A : Jumlah Kamar 
B : Rata-rata tarif kamar 
C : Jumlah hari (dengan asumsi 1 tahun adalah 365 hari ) 
D : Tingkat Hunian Kamar 
Untuk menjawab tujuan kedua dari penelitian, penelitian menggunkan analisis rasio 
sebagai berikut: 
1. Rasio efektivitas berdasarkan potensi daerah. 
Efektivitas dari segi penerimaan akan dapat diukur melalui perbandingan jumlah realisasi 
pemungutan dengan potensi yang ada, yang akan menggambarkan persentase kemampuan 
memungut (taxing capacity) terhadap potensi (taxing capacity)yang dirumuskan sebagai berikut : 
Efektivitas 1  = 
  Realisasi pemungutan 
potensi yang ada
 x 100 % 
Dalam pengukuran efektivitas ini, semakin besar efektivitas bearti semakin besar 
kemampuan memungut yang berarti bahwa aktivitas pemungutan dapat dicapai. 
2. Rasio efektivitas berdasarkan target yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelola 
Keuangan Dan Aset Kabupaten Ketapang. 
Efektivitas 2 =  
  Realisasi pemungutan pajak hotel
Target pemungutan pajak hotel
 x 100 % 
Untuk mengukur kemampuan pajak daerah adalah melalui analisis kapasitas pajak dan 
upaya pajak seperti berikut ini : 
a.Kapasitas Pajak Hotel  = 
 Realisasi pemungutan pajak hotel
Target pemungutan pajak hotel
 x 100 % 
b.Upaya Pajak Hotel = 
  Realisasi pemungutan 
potensi yang ada
 x 100 % 
Dari kedua rumus ini maka dapat diketahui seberapa banyak jumlah pajak hotel yang 
seharusnya mampu dikumpulkan dari dasar pajak hotel dan seberapa besar jumlah pajak hotel 
yang sungguh-sungguh dapat dikumpulkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Kabupaten Ketapang. 
 
Untuk menjawab tujuan ketiga, agar dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan 
sebagai faktor internal serta peluang dan ancaman sebagai faktor eksternal yang akan dihadapi 
oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka 
digunakan analisis SWOT unuk dapat menetapkan strategi paling ideal bagi peningkatan 
penerimaan pajak daerah di Kabupaten Ketapang. 
3.5.1 Variabel Penelitian dan Operasional Variabel 
Variabel dalam penelitian ini adalah variable mandiri atau variable tunggal dengan model 
penelitian deskriptif sesuai dengan pernyataan para ahli bahwa : Penelitian deskriptif adalah 
penelitian yang dilakukan terhadap variabelmandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan atau 
menghubungkan dengan variabel  yang lain. 
Berdasarkan pengertian diatas maka variabel penelitian ini adalah variabel mandiri  atau 
variabel tunggal yaitu potensi pajak hotel dengan menekankan pada penilaian terhadap efektivitas 
pajak, kapasitas pajak dan upaya-upaya pajak yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan 
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pajak hotel. Untuk menjawab tujuan ketiga dari penelitian ini, penulis mengidentifikasi variabel-
variabel yang akan diteliti dengan menggunakan analisis SWOT. Melalui penggunaan analisis 
SWOT akan di identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang berhubungan dengan 
strategi peningkatan realisasi pemungutan pajak hotel, kemudian akan dilihat peran pajak hotel 
terhadap peningkatan PAD Kabupaten Ketapang. 
Untuk menentukan data apa yang diperlukan dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu 
mengidentifikasi variabel-variabel yang telah diinventarisasi dalam kerangka pemikiran dengan 
maksud untuk menentukan indikator-indikator pada variabel tersebut yang terdiri dari variabel 
SWOT yaitu: 
S = strenght, adalah situasi atau kondisi yang merupakan ‘kekuatan’ dari usaha yang 
dijalankan pada saat ini. 
W = Weakness, adalah situasi atau kondisi yang merupakan ‘ kelemahan’ dari usaha yang 
dijalankan pada saat ini. 
O = Opportunity, adalah situasi atau kondisi yang merupakan ‘peluang’ dari luar usaha yang 
datang dan memberikan peluang berkembangnya usaha yang dijalankan dimasa 
mendatang. 
T = Threate, adalah situasi yang merupakan ‘ancaman’ bagi kegiatan yang datang dari luar 
organisasi dan dapat mengancam eksistensi kegiatan tersebut dimasa yang akan datang. 
Dari empat variabel dasar tersebut terbagi menjadi beberapa faktor yang menggambarkan  
kondisi usaha. Faktor-faktor tersebut kemudian dimasukan kedalam variabel dasar sesuai dengan 
posisi dari faktor ini terbentuk karena merupakan gambaran usaha yang sesungguhnya terjadi. 
Faktor-faktor dari variabel dasar tersebut diambil berdasarkan teori yang berhubungan dengan 
subyek yang diteliti serta berdasarkan observasi dilapangan. 
3.5.2 Analisis SWOT Faktor Internal 
Analisis SWOT faktor internal memuat tentang kondisi internal usaha guna mengetahui 
sebagai kemungkinan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dari usaha tersebut. Langkah 
pembuatannya adalah dengan menentukan faktor-faktor  yang menjadi kekuatan dan kelemahan 
dari usaha itu sendiri. Cara-cara penentuan Analisis SWOT faktor internal adalah sebagai berikut : 
1. Menyusun faktor-faktor yang memiliki hubungan kuat terhadap kekuatan dan kelemahan dari 
usaha tersebut berdasarkan teori dan hasil observasi dilapangan. 
2. Memberi bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala nilai bobot dalam bentuk (%) yang 
diperoleh dari hasil teknik pengumpulan data yang digunakan berdasarkan pengaruh faktor 
tersebut terhadap posisi usaha. Semakin tinggi nilai persentase dari faktor tersebut,maka 
semakin penting pula pengaruh faktor tersebut usaha yang akan dianalisis. Semua bobot 
tersebut jumlahnya tidak boleh melebihi bobot total yaitu 100%. 
3. Menentukan skor untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala nilai berdasarkan 
pengaruh dari faktor tersebut terhadap kondisi usaha yang bersangkutan : 
a. Kekuatan merupakan variabel yang bersifat positif diberi nilai : 1 (kurang) sampai dengan 5 
(sangat setuju). 
b. Kelemahan merupakan variabel yang bersifat negatif diberi nilai : -1 (kurang) sampai 
dengan -5 (sangat setuju). 
4. Mengalikan bobot dengan skor untuk memperoleh nilai dari tiap-tiap faktor. 
5. Menjumlahkan seluruh nilai dari masing-masing variabel (kekuatan dan kelemahan) untuk 
memperoleh total nilai dari variabel tersebut. 
6. Menjumlahkan total nilai dari kedua variabel tersebut (kekuatan dan kelemahan) untuk 
mengetahui hasil penjumlahan nilai dari kedua variabel tersebut. Nilai akhir dari penjumlahan 
tersebut menunjukkan bagaimana usaha tersebut bereaksi terhadap strategi internalnya. 
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3.5.3 Analisis SWOT Faktor Eksternal 
Analisis SWOT faktor eksternal memuat tentang kandisi eksternal usaha guna mengetahui 
berbagai kemungkinan peluang dan ancaman yang terjadi. Cara-cara penentuan analisis SWOT 
faktor eksternal adalah sebagai berikut : 
1. Menyusun faktor-faktor yang memiliki hubungan kuat terhadap peluang dan ancaman dari 
usaha tersebut berdasarkan teori dan hasil observasi dilapangan. 
2. Memberi bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala nilai bobot dalam bentuk  persen 
(%) yang diperoleh dari hasil teknik pengumpulan data yang digunakan berdasarkan pengaruh 
faktor tersebut  terhadap posisi usaha. Semakin tinggi nilai persentase dari faktor tersebut, 
maka semangkin penting pula pengaruh faktor tersebut terhadap usaha yang akan dianalisis. 
Semua bobot tersebut jumlahnya tidak boleh melebihi bobot total yaitu 100%. 
3. Menentukan skor untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala nilai berdasarkan 
pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi usaha meliputi : 
a. Peluang merupakan variabel yang bersifat positif diberi nilai :   
 Satu (1) = kurang sampai dengan 5 = sangat setuju. 
b. Ancaman merupakan variabel yang bersifat negatif diberi nilai : 
 Satu (1) = kurang sampai dengan 5 (sangat setuju). 
4. Mengalikan bobot dengan skor untuk memperoleh nilai dari tiap-tiap faktor. 
5. Menjumlahkan seluruhnilai dari masing-masing variabel  (kekuatan dan kelemahan) untuk 
memperoleh total nilai dari variabel tersebut. 
6. Menjumlahkan total nilai dari kedua variabel tersebut (kekuatan dan kelemahan) untuk 
mengetahui hasil penjumlahan nilai dari kedua variabel tersebut. Nilai akhir dari penjumlahan 
tersebut menunjukkan bagaimana usaha tersebut bereaksi terhadap strategi eksternalnya. 
3.5.4 Kuadran SWOT 
Pada analisis kuadran terdapat empat kemungkinan posisi yang akan terjadi pada objek 
yang diteliti, sehingga dengan melihat berbagai kemungkinan yang ada maka strategi yang dapat 
diambil adalah: 
Kuadran I : Strategi SO (Strenghts-Opportunity). 
 Strategi yang dirumuskan berdasarkan jalan pikiran usaha yang di latar belakangi 
pada upaya mengoptimalkan seluruh kekuatan yang ada untuk memanfaatkan 
peluang sebesar-besarnya. 
Kuadran II : Strategi ST (strenght-threat) 
 Strategi yang dirumuskan dengan melihat kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi 
ancaman. 
Kuadran III : Strategi WO (weakness-opportunity) 
 Strategi yang dirumuskan berdasarkan pemanfaaatan peluang yang ada dengan cara 
mengatasi kelemahan-kelamahan yang dimiliki. 
Kuadran IV :Strategi WT (weakness-threat) 
 Strategi ini dirumuskan berdasarkan pada kegiatan yang bersifat defensive dengan 
berusaha untuk meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari segala 
ancaman. 
3.5.5 Analisis Matrik SWOT 
Analisis Matrik SWOT adalah alat yang digunakan untuk menyusun strategi dari usaha 
tersebut. Matrik ini dapat mengambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal 
yang dihadapi usaha itu agar dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki 
usaha tersebut.  
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1. Penghitungan Potensi Pajak Hotel 
Dalam menghitung potensi pajak hotel penulis menggunakan data primer yang diolah 
sendiri dan beberapa data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendapatan (DPPKAD) Kabupaten 
Ketapang yaitu diantaranya data menegenai jumlah hotel dan jumlah kamar hotel serta tingkat 
hunian kamar di Kabupaten Ketapang Tahun 2013-2016. Adapun formula yang digunakan dalam 
penelitian ini untuk menghitung pajak hotel (Rahmanto, Agus, 2007:43).yaitu : 
Potensi pajak Hotel = A x B x C x D x 10%   
Dimana : A= jumlah kamar, 
B= Rata-rata tarif kamar, 
C= jumlah hari, dan  
D= Tingkat hunian)  
dengan asumsi bahwa : jumlah hari dalam 1 tahun = 365 hari; maka pergantian kamar = 1 
x 1 hari, rata-rata tingkat hunian kamar per malam untuk Hotel Bintang 1,2,3 dan 4 serta Hotel 
Melati 2 dan 3 = 35% dan Wisma/Hotel Melati 1 = 45%. 
Berdasarkan hasil hitungan potensi maka dapat diketahui potensi pajak hotel Kabupaten 
Ketapang dari Tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Dari semua perhitungan potensi riil pajak 
hotel di Kabupaten Ketapang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2012-2016, potensi 
pajak hotel di Kabupaten Ketapang rata-rata meningkat setiap tahunnya. Hal ini juga 
menunjukkan adanya peningkatan terhadap pajak yang dapat ditetapkan apabila dilihat dari 
potensi yang ada. Semakin besar potensi suatu objek pajak maka akan semakin besar pula 
kontribusi pajak tersebut terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
4.2 Evaluasi Perbandingan Realisasi Pajak Hotel dengan Hasil Pengukuran Potensi 
Berdasarkan perhitungan potensi pajak hotel tersebut dapat dilihat evaluasi perbandingan 
realisasi pemungutan pajak hotel dengan potensi pajak hotel yang ada selama 5 (lima) tahun 
terhakhir dari 2012 hingga 2016. 
dapat disimpulkan bahwa realisasi pemungutan pajak hotel di Kabupaten Ketapang setiap 
tahunnya masih relatif kecil apabila dibandingkan dengan potensi yang ada. Dimana, terhadap 
rata-rata perbandingan potensi yang tergali hanya sebesar 20,5% dan potensi yang belum tergali 
sebasar 79,5% setiap tahunnya selama kurun waktu 2012-2016. Belum tergalinya potensi pajak 
hotel ini menunjukan telah terjadi kesenjangan antara realisasi penerimaan dengan potensi pajak 
hotel. Upaya pajak (tax-effort) yang terus menerus dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan Dan Aset Kabupaten Ketapang selama ini masih belum optimal, namun demikian 
potensi riil pajak hotel yang belum tergali secara optimal ini dapat ditingkatkan lagi dengan syarat 
adanya kepatuhan wajib pajak melaporkan omset mereka secara jujur, sehingga hal ini merupakan 
peluang dan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Ketapang khususnya Dinas terkait sebagai unit 
dalam meningkatkan upaya penerimaan pajak hotel yang nantinya jelas akan meningkatkan pula 
PAD di masa sekarang maupun di masa akan datang. 
4.3 Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah dan PAD 
Besarnya kontribusi pajak hotel terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 
dapat kita lihat kontribusi pajak hotel di Kabupaten Ketapang terhadap Pajak Daerah rata-
rata sebesar 3,76% per tahun dan kontribusi pajak hotel terhadap PAD rata-rata sebesar 0,66% per 
tahun. Apabila dilihat dari potensi yang ada maka kontribusi pajak hotel baik terhadap pajak 
daerah maupun terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ketapang masih sangat rendah 
sehingga dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak hotel di Kabupaten Ketapang belum efektif. 
Tetapi hal ini akan dapat di tingkatkan lagi jika optimalisasi pendapatan pajak hotel dapat 
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dilaksanakan. 
4.4. Analisis Tingkat Evektivitas : Upaya Pajak (Tax-Effort) dan Kapasitas Pajak (Tax-
Capacity) Hotel Kabupaten Ketapang 
Dalam pembahasan ini yang dimaksud dengan efektivitas adalah mengukur hubungan 
antara hasil penerimaan pajak hotel terhadap terget dan potensi riil pajak hotel terutang. 
Perbandingan hasil penerimaan pajak hotel terhadap target merupakan rasio kapasitas pajak (tax-
capacity), sedangkan perbandingan antara hasil penerimaan pajak hotel dengan potensi riil pajak 
hotel merupakan rasio upaya pajak (tax-effort).  
4.5. Analisis Tingkat Efektifitas Berdasarkan Target = Rasio Kapasitas Pajak (Tax- 
Capacity) 
Berdasarkan perhitungan rasio kapasitas pajak (Tax-Capacity) yaitu dengan 
membandingkan antara rasio realisasi pajak hotel dengan target pajak hotel yang disajikan pada 
Tabel 4.14 menunjukkan bahwa DPPKAD Kabupaten Ketapang dalam pengelolaan pajak hotel 
selama periode Tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Efektivitas kinerja berdasarkan target atau 
kapasitas/kemampuan pajak hotel dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Sehingg secara rata-
rata dapat disimpulkan efektivitas kinerja pemungutan pajak hotel berdasarkan target pemungutan 
pajak hotel di Kabupaten Ketapang dengan kecenderungan yang relatif semakin baik, hal ini 
ditunjukkan dengan rata-rata tingkat efektivitas atau rasio kapasitas pajaknya sebesar 104,82%. 
Tingginya efektivitas berdasarkan target atau rasio kapasitas pajak (tax-capacity) hotel di 
Kabupaten Ketapang ditentukan pula faktor-faktor dominan dari kemajuan ekonomi dan 
pembangunan daerah atau dalam arti kata lainnya bahwa potensi ekonomi yang dominan dapat 
mencerminkan potensi dasar pajak yang dapat digali bagi penerimaan pajak hotel atau sebaliknya. 
Kemungkinan kapasitas pajak hotel sangat tinggi, tetapi upaya pajak (tax-effort) hotel 
membutuhkan dukungan banyak faktor seperti efektivitas dan effisiensi penggalian potensi pajak 
hotel, optimalisasi upaya pemungutan dan proses sosialisasi sadar pajak. Peningkatan mutu 
pelayanan pajak, terutama perlunya transparansi penggunaan/pemanfaatan pajak hotel atau pajak 
daerah perlu diketahui oleh masyarakat luas. 
4.6 Analisis Tingkat Efektivitas Berdasarkan Potensi = Rasio Upaya Pajak (Tax-Effort) 
Upaya pajak (tax-effort) hotel merupakan perbandingan antara hasil pajak aktual dengan 
potensi pajak yang diestimasi (diperkirakan). Jadi, yang dimaksud upaya pajak (tax-effort) hotel 
dalam pembahasan ini adalah jumlah pajak yang sungguh-sungguh dikumpulkan oleh kantor 
pemungut pajak yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Ketapang 
dengan melihat potensi pajak yang ada. 
Untuk mengetahui gambaran tentang upaya pajak (tax-effort) hotel di Kabupaten 
Ketapang disajikan dalam Tabel 4.14 . Dari hasil perhitungan pada Tabel 4.14 terlihat bahwa 
DPPKAD Kabupaten Ketapang dalam pengelolaan pajak hotel selama lima tahun upaya 
pemungutan pajak hotel yang dilakukan belum efektif jika dibandingkan dengan potensi yang ada.  
Secara rata-rata rasio tax effort-nya atau kemampuan merealisasikan potensi pajak riil 
hotel di Kabupaten Ketapang hanya sebesar 20,47%, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
DPPKAD Kabupaten Ketapang dalam mengelola pajak hotel selama periode 2012 sampai dengan 
2016 secara keseluruhannya belum optimal. 
Masih rendahnya rasio tax-effort atau upaya pajak yang sungguh-sungguh dilakukan oleh 
dinas terkait selaku pengelola pemungutan pajak hotel ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu 
masih rendahnya tingkat keterampilan/kualitas SDM personil/aparat pajak, belum transparannya 
pengelola hotel selaku wajib pajak dalam melaporkan hasil perolehannya, masih kurangnya 
kontrol/pengawasan baik terhadap petugas maupun pengelola hotel serta belum tegasnya 
pemberian sanksi terhadap pelanggaran perda pemungutan pajak hotel. Namun hal ini masih dapat 
dioptimalkan jika target yang ditetapkan DPPKAD Kabupaten Ketapang didasari dengan analisa 
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potensi pajak yang disesuaikan dengan realita perkembangan usaha wajib pajak hotel tersebut. 
4.7 Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel 
Dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak, pada kenyataannya 
tidaklah mudah sebab ternyata mempunyai permasalahan yang sangat kompleks. Untuk 
mewujudkannya, Pemerintah telah menyempurnakan sistem perpajakan khususnya pajak daerah, 
seperti dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-
undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan 
sumber hukum pengenaan Pajak Daerah. 
Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang juga telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 
4 Tahun 2003 Tentang Pajak Hotel dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak 
Daerah yang merupakan sumber hukum pelaksanaan pemungutan pajak hotel. dalam upaya 
meningkatkan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Ketapang, maka Pemerintah Daerah 
Kabupaten Ketapang telah menerapkan sistem atau prosedur pemungutan pajak hotel yang 
nantinya akan dapat mendorong wajib pajak hotel untuk melaksanakan kewajibannya dalam 
membayar pajak dengan tepat.  
Potensi penerimaan pajak hotel dapat ditetapkan apabila ada suatu kerjasama yang baik 
antara pihak dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan Dan Aset Kabupaten Ketapang dengan 
pihak pemilik/pengelola selaku wajib pajak hotel. Pajak hotel dipungut berdasarkan system surat 
ketetapan pajak daerah. Pembayaran pajak hotel dapat dilakukan pihak hotel langsung di dinas 
terkait maupun kepada penagih yang merupakan petugas dari Dispenda apabila ada tunggakan. 
Selanjutnya dilakuakan pencatatan atau pembukuan oleh petugas berwenang yang sekaligus 
melakuakan penyetoran kepada kas daerah yang ada di PT. Bank Kalbar. Setiap bulan akan dapat 
diketahui realisasi penerimaan pajak hotel tersebut. 
Untuk lebih jelasnya mengenai Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel sebagai 
dasar pengenaan pajak hotel di Kabupaten Ketapang dapat dipaparkan sebagai berikut : 
4.7.1 Sistem Pendaftaran dan Pendapatan Pajak Hotel 
 Dalam kegiatan pendaftaran dan pendapatan pajak hotel Dinas Pendapatan Daerah 
mempersiapkan formulir pendaftaran dan pendapatan yang diberikan atau dikirimkan kepada 
pengusaha hotel. pengusaha hotel kemudian mengisis formulir pendaftaran dan pendataan dan 
dikembalikan kepada Dispenda dan seksi pendaftaran dan pendataan. Petugas pajak mencatat 
formulir yang dikembalikan dalam daftar induk wajib pajak berdasarkan nomor urut yang 
digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). 
Wajib pajak setiap berakhirnya masa pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan Terhutang 
Pajak Daerah (SPTPD) pada masa pajak selama 1 (satu) bulan takwim. Masa pajak adalah jangka 
waktu yang lamanya 1 (satu) bulan SPTPD tersebut harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap 
serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan SPTPD harus disampaikan kepada 
Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak kemudian 
dihimpun dan dicatat dalam kartu data, sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak 
terhutang. Adapun isi dan tata pengisian  SPTPD tersebut di tetapkan oleh Kepala Daerah. 
Menurut keterangan yang diperoleh dari responden kunci, sebagian besar wajib pajak telah 
melaksanakan kewajibannya mengisi SPTPD dengan jelas, benar dan lengkap namun wajib pajak 
belum melaporkan omzet mereka secara jujur. Kepatuhan wajib pajak ini menjadi kendala utama 
dalam mengoptimalkan penerimaan pajak hotel, karena undang-undang perpajakan di indonesia 
menggunakan sistem self assessment, sistem ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak 
untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terhutang. 
Menurut hasil penelitian, guna kelancaran pelaksanaan pendaftaran dan pendataan  wajib 
pajak sangat diperlukan sistem pendataan yang baik, tenaga administrasi yang memadai dan  
berkualitas, kelengkapan oprasional, koordinasi antar lembaga, sistem dan pelaksanaa insentif 
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yang baik, penyempurnaan kelembagaan serta prosedur dan metode yang baik. 
4.7.2 Sistem Perhitungan Dan Penetapan Pajak Hotel 
Dasar pengenaan pajak  hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada pemilik 
hotel selaku wajib pajak. Adapun cara pengenaan pajak hotel adalah sebagai berikut. 
a. Setiap pemilik hotel diwajibkan melakukan pengenaan pajak kepada setiap orang pribadi atau 
badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. 
b. Pengenaan pajak dilaksanakan dengan cara menambah pungutan pajak sebesar tarif pajak 
(yaitu sebesar 10%) terhadap setiap pembayaran yang dilakukan oleh konsumen kepada 
pengusaha hotel. 
c. Persentase pengenaan tarif pajak disesuaikan dengan klasifikasi hotel yang akan ditetapkan 
dengan Peraturan Kepala Daerah.  
d. Apabila pengusaha hotel tidak bisa melaksanakan pengenaan pajak kepada konsumen, maka 
pajak ditanggung pengusaha hotel. 
Adapun untuk menentukan perhitungan dan penetapan pajak hotel ditentukan dengan 2 
(dua) cara yaitu : 
a. Official Assesment (dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah) 
 Kepala Daerah cq. Kepala Dinas Pendapatan Daerah menetapkan pajak terhutang dengan 
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Apabila SKPD tidak atau kurang dibayar 
setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD diterima, maka akan dikenakan sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 20% sebulan dan akan ditagih dengan menerbitkan Surat 
Tagihan Pajak Daerah (STPD). Apabila dalam waktu yang ditetapkan belum juga di bayar 
maka akan diberikan surat teguran atau surat peringatan. 
b. Self Assesment (dibayar sebdiri oleh wajib pajak) 
 Wajib pajak yang membayar sendiri pajak yang terhutang ditunjuk oleh Kepala Daerah cq. 
Kepala Dinas Pendapatan Daerah sebagai wajib setor tunai. Apabila kewajiban mengisi 
SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi 
berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak dan ditambah sanksi administrasi berupa denda 
sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu 
paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang 
semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang, akan 
dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak 
tersebut. 
Menurut hasil penelitian, dalam melakukan penetapan pajak sangat diperlukan 
kepemilikan standar baku, penetapan standar baku, kelengkapan operasional serta ketegasan 
pemberian sanksi keterlambatan. 
Berdasarkan penelitian yang dikuatkan dengan keterangann responden kunci, baahwa dari 
seluruh rangkaian kegiatan sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel yang dilaksanakan oleh 
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Ketapang tersebut diatas apabila 
dihubungkan dengan susunan organisasinya, sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel kurang 
maksimal dilaksanakan. Pembagian tugas pokok antar bagian masih tertumpu pada bagian 
pendapatan dan pengendalian, sementara bagian penetapan dan keberatan, penagihan dan 
pembukuan hanya melanjutkan pelayanan bagi wajib pajak. Semestinya seluruh rangkaian 
kegiatan pemungutan pajak hotel merupakan suatu kesatuan kegiatan dalam memberikan 
pelayanan maksimal bagi wajib pajak yang berkelanjutan sehingga dapat mengoptimalkan hasil 
pemungutan pajak hotel. selain dari pada upaya penerimaan pajak hotel melalui sistem dan 
prosedur pemungutan pajak hotel tersebut diatas, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan 
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Aset selaku koordinasi dalam bidang pendapat daerah Kabupaten Ketapang selalu mengadakan 
terobosan-terobosan yang dilakukan khususnya dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel, 
diantaranya yaitu: 
1. Mengadakan kegiatan uji petik dilapangan. Dalam melakukan uji petik petugas Dispenda selalu 
berada ditempat terjadinya transaksi untuk melihat jumlah omzet penjualan yang sebenar-
benarnya. Kegiatan ini dilakukan pada waktu yang ditetapkan dan dilakukan terhadap objek 
pajak. Dengan demikian Dispenda dapat mengetahui berapa besar omzet penjualan yang 
diperoleh dalam satu hari, satu bulan maupun satu tahun. 
2. Merubah sistem dan pola lama yang lambat dalam memberikan pelayanan pajak bagi wajib 
pajak sehingga menjadi lebih cepat. 
3. Memberikan insentif atau perangsang baik bagi aparat pemungut pajak maupun wajib pajak 
sehingga diperoleh kepuasan kerja agar dapat terhindar dari perbuatan yang menyimpang yang 
dapat merugikan pemerintah daerah. 
4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pematuhan peraturan perpajakan dan 
evaluasi secara berkala dan berkelanjutan guna tindakan perbaikan. 
4.8 Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Ketapang 
Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan 
pemungutan pajak hotel dan restoran. Berdasarkan analisa kuadran SWOT Peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ketapang diatas, maka PAD Kabupaten Ketapang memiliki 
peluang untuk dapat ditingkatkan lagi. Faktor dukungan peraturan hukum yang memadai terhadap 
pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel menjadi kekuatan tersendiri dalam 
mendukung atau memberi peluang upaya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset 
Kabupaten Ketapang untuk meningkatakan Kontribusi penerimaan pajak hotel bagi Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ketapang. 
Berdasarkan perhitungan skor yang diperoleh pada lampiran 3 dan 4 yang dikemudian 
dipetakan pada gambar 4.5, maka posisi Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
berada pada kuadran I yaitu Strategi Agresif. Jadi kebijakan yang diambil adalah pendekatan S.O, 
dimana posisi Strategi Peningkatan Pendapatan Asli (PAD) di Kabupaten Ketapang berada pada 
Posisi yang sangat menguntungkan, Memiliki kekuatan dan peluang yang sangat besar sehingga 
dapat dimanfaatkan secara optimal, Strategi yang diterapkan bersifat mendukung kebijakan 
peningkatan yang agresif. Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ketapang  
dilakukan dengan memperhatikan beberapa kebijakandengan memanfaatkan tersedianya sumber 
daya aparatur yang memadai dan pemberian insentif guna meningkatkan kinerja aparatur pajak 
dalam meningkatkan penerima pajak 
V.  KESIPMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
1. Posisi Strategi Peningkatan Pendapatan Asli (PAD) di Kabupaten Ketapang berada pada Posisi 
yang sangat menguntungkan, memiliki kekuatan dan peluang yang sangat besar yang dapat 
dimanfaatkan secara optimal, sehingga strategi yang diterapkan bersifat mendukung kebijakan 
peningkatan yang agresif. 
2. Memanfaatkan dukungan peraturan hukum yamg memadai untuk melaksanakan peraturan 
daerah dengan lebih tegas agar system dan prosedur pemungutan pajak dapat dilaksanakan 
secara optimal sehingga penerimaan pajak berpotensi terus ditingkatkan. 
3. Memanfaatkan mekanisme penyederhanaan dan modernsasi (komputerisasi atau elektronisasi) 
system perpajakan seperti electronic road pricing atau elektronisasi transaksi-transaksi di hotel 
untuk meningkatkan kepatuhan (compliance), menurunkan administrative dan compliance cost, 
serta mengurangi kontak langsung wajib pajak dengan aparat sehingga mampu 
mengikutiperkembangan potensi wajib pajak dan kemajuan tehnologi. 
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4. Memanfaatkan adanya ketersediaan anggaran pendukung dalam menjaga stabilitas keamanan 
kota dan mendorong meningkatnya pertumbuhan perdagangan dan jasa sehingga menarik 
investor mengembangkan usaha perhotelan di Kabupaten Ketapang serta meningkatkan 
wisatawan local dating di Kabupaten Ketapang dan menginap di hotel.  
5. Memanfaatkan tersedianya sumber daya aparatur yang memadai dan pemberian insentif guna 
meningkatkan kinerja aparatur pajak dalam meningkatkan penerima pajak 
5.2. Saran 
Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran Pemerintah Kabupaten 
Ketapang perlu melakukan : 
1. Melakukan identifikasi secara berkala (triwulan) terhadap potensi pajak hotel, terkait dengan 
perkembangan jumlah hotel, jenis, jumlah kamar hotel berdasarkan klas, tarif hotel, dan 
fasilitas pendukung jasa hotel.  
2. Melakukan identifikasi secara berkala (setiap triwulan) terkait perkembangan jumlah restoran, 
rumah makan, kafe, warung kopi, dan sejenisnnya, terkait dengan jumlah meja/kursi, 
pengunjung, dan rata-rata pengeluaran setiap pengunjung, harga/menu. 
3. Melakukan kegiatan sosialisasi sadar pajak kepada wajib pajak tentang pajak hotel, restoran 
dan hiburan dengan lebih intensif untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, sehingga 
akan terjadi kontrol sosial dari masyarakat sebagai konsumen terhadap pengusaha, misalnya 
dengan pencantuman nota pajak secara langsung pada billing (nota/bon pembayaran) untuk 
restoran. 
4. Menyederhanakan sistem administrasi pajak, langkah ini perlu dilakukan agar masyarakat tidak 
merasa dipersulit dalam membayar pajak. Masyarakat yang sudah sadar untuk membayar 
pajak seringkali menjadi enggan untuk membayar karena  sistem administrasi yang berbelit-
belit dan merepotkan, oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengusahakan kemudahan. 
5. Menambah personel (aparat) pemungut pajak di lapangan. Selain ditambah jumlahnya, kualitas 
aparat pemungut pajak juga harus ditingkatkan, baik profesionalisme maupun kualitas 
moralnya. 
6. Melakukan penegakan hukum (law enforcement) terkait dengan perlunya kepastian hukum dan 
sanksi hukum yang tegas baik bagi masyarakat yang tidak membayar pajak (tax evation) 
maupun bagi aparat pajak. 
7. Memberikan reward dan punishment kepada pengusaha/wajib pajak dan insentif pajak untuk 
menarik investor baru, misalnya dengan memberi kan local tax holiday. 
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